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I bahw'a dala' rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah
(PAD) perlu dilakukan inlensivikasi clan exlensivikasi

peurungutan pendapan asli Daerah

2 bahrva Transaksi peralihan l{ak atas tanah dan bangunarr }ang
dilakukan carnat selaku pe_iabat pembuat akta tanali scmentarai/

Notaris PPAT Merupakan salah Salu proterrsi penerimaau

dalarn bentuli Pajak Daerah

3 bahwa untuk rlaksud tcr.scbul pcrlrr nrcnclapkan clulanr

Pcraturan Daerah

I L.Jndang-Undang Nornur 24 tahun 195(r 'l'cntang Pcmbcntukln

l)acrah Otonor.ni Propinsi Aceh

2 Undang-Undang Nornor 5 'i'ahu' 1960 'i'cntang pokok -pokok
AEaria

3 undang-undang no. l 8 tahun tcntang pajak l)aerah dan

ltcttribusi I)acrah

4 Ljndang-undang no.2 I tahun I997 Tentang []ca perotchan F{ak

alas -l'anah 
dan l3arrgunan

5 ljndang-undang nonlor 14 
-tahun1999 

'fcntang penrbcntukan

I(abupaten Daerah tingkat II Aceh Singkil

6 u.dang-undang no. 25 tahun 1999 Tentang perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah

7 Peraturan Pemcrintah No. 5 tahun 1975 Tentang pengurusan

dan Pertanggung.lawaban dan pengau,asan Keuangan Daerah

[] Pcraturan Pcnrerintah No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pgrneri niah dan Proptnsr

G Ke:rriu-sen l]upati Aceh Si:rgh:l -i:iiair3 
?engangkaran Car'at

;limilfriil Ka=;iei3;, Cen S;r=ti

;rngal.



lll Kcprorusum t(*rym,il Badan Pcrianahan Daerah lstinrewa Aceh tentang

Pcrungu[,lm Canrat sclaku Pc'jabai l)crnbuat .Akta -l'anah Senrentara di

Kabupaten Aceh Singkil

Dengan Pcrsetu.iuurr

DEWAN P IIRW AKI LAN RAI(Y A1- DA EI{AH I(AB U P ATEN

ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGISL TENTANG

PENERIMAAN PAJAK DAERAFI DARI TRANSAKSI PERALIHAN

I {AI( A'f AS TANAFi DAN BANGUNAN

BAB I

KtrTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksut dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh singkil

b. Pemerintah dtrcrah adalah Pernerintah Kabupaten Ace h singkil

c. Bupati adalah Bupati Aceh Singki

d. Camat adalah l(epala Pemerintahan Kecanratan )/ang diangkat oleh

Bupati.

e. Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara ( ppATS ) adalah camat Kepala

Pemerintahan yang diangkat sebagai sebagai pejabat permbuat akta tanah

sementara oleh Kakanwil BPN Daerah lstimewa Aceh

I Notaris PPAT adalah Notaris yang diangkat oleli pejabat berwenang.

g Pejabat Lelang adalah Petugas dari kantor Lelang Negeri.

h. Pejabat adalah PPATSA{otaris PPAT atau pejabat Lelang

i wilayah kerja PPATS adalah wilayah kerja camat hepada pemerintafan

Kecamatan.

j Akta Tanah adalah peralihan Hak atas tanah dan Bangunan dan Akta

Pembebanan Hak atas tanah yang di buat oleh camat selaku pejabat

Pembuat Akta Tanah Sementara./Notaris ppAT.

apkan



BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

yang menjadi objek Pajak adalah transaksi peralihan Hak atas Tanah dari

Bangunan dan pembebanan Hak atis Tanah dan Bangunan'

PeraliahanHakatasTanahdanBangunandanPembebananHakatas

TanahdanBangunansebagaidimaksudayat(1)meliputi:Peminahan

I-lak karena jual beli, tukar metrukar, ltibah, pemasukan dalam Perseroan

atau Bahan Hukum lainnya, pemisalran lrak, penunjukan pembeli dalam

pelelangan dan hadiah.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak milik, hak

gunausah,hakgunabangunan,hakpakai'hakmitikatassatuanrumah

susun dan hak Pengolahan'

2

J

Pasal 3

objekPajakyangtidakdikenanakanPajakperalihanhakadalah

diperoleh:

a. Perwakilan Diplomatik,Konsultan'

b Negara, untuk penyelengaraan Pemerintahan dan atau untuk

Pembangunan guna kepentingan umum'

c. Karena Wakaf.

d. Karena Warisan.

e. Untuk kepentingan Agama/Ibadah'

f. Karena Hibbah Wasiat'

pajak yang

pelaksanaan

1

B,dB III

SUBJEK PAJAK

PASAL 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi

peralaihan hak atas tanah dan bangunan dan transaksi pembebanan hak

atas tanah dan bangunan serta pelelengan'

SubjekHukunlsebagaimanatersebutayat(1)yangdikenakankewajiban

membayar Pajak menjadi wajib Pajak menurut Peraturan Derah ini.



BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

l.YangmenjadiobjekPajakadalalrtransaksiperalihanHakatasTanahdari

Bangunan dan pembebanan Hak atirs Tanah dan Bangunan'

2'PeraliahanHakatasTanahdanBangunandanPembebananHakatas

TanahdanBangunarrsebagaidimaksudayat(1)meliputi:Peminahan

I-lak karena jual beli, tukar metrukar, ltibah, pemasukan dalam Perseroan

atau Bahan Hukum lainnya, pemisahan hak, penunjukan pembeli dalam

pelelangan dan hadiah'

3 ' Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak milik, hak

gunausah,hakgunabangunan,hakpakai,hakmitikatassatuanrumah

susun dan hak Pengolahan'

Pasal 3

objek Pajak yang tidak dikenanakan Pajak peralihan hak adalah pajak yang

diperoleh:

a. Perwakilan Diplomatik,Konsultan'

b. Negara, untuk penyelengaraan Pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

Pembangunan guna kepentingan umum'

c. Karena Wakaf.

d. Karena Warisan.

e. Untuk kePentingan Agama/Ibada

f. Karena Hibbah Wasiat.

BAB III

SUBJEK PAJAK

PASAL 4

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transalisi

peralaihan hak atas tanah dan bangunan dan transaksi pembebanan hak

atas tanah dan bangunan serta pelelengan'

2. subjek Hukunl sebagaimana tersebut ayat (1) yang dikenakan kewajiban

membayar Pajak menjadi wajib Pajak menurut Peraturan Derah ini'



1

2

BAB I\'

TARIF DAN Bi[fAS TRANSASI [(ENA PAJAI(

Pasal 5

Tarif Pajak di tetapakan 5n'o (Lima Persen) dari nilai t*a--sj-atau nilai

pasar objek pajak pada saat transaksi dilaksanakan'

Nilai peralihan objek Pajak tersebut ayat (2) dapat di ubah dengan

Peraturan Daerah.

BAts V

SAA'| PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 6

l. Saat yang rnenentukan Pajak Terutang atas peraliahan hak adalah:

a. Jual Beli adalah sejak tanggal clibuat dan ditanda tangani Akta oleh

Pejabat

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani Akta

oleh Pejabat

c. Hibbah adalah sejak tanggal clibuat dan ditanda tangani Akta oleh

Pejabat

d. pemasukan dalam Perseroan atau badan Flukum lainnya adalalr sejak

tarrggaldibuatdanditandatarrgatriAktaolelrPejabat.

e. Pemisaha IJak adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani Akta

oleh Pejabat.

f. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang'

g Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani Akta oleh

Pejabat.

2.PajakTerutangharusdilunasipadasaatterjadinyaperalihanhak

sebagaimana dimaksud aYat (1)

BAB VI

WAJIB PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

\\'riib uajak orang pribadi ata.u Badan

:;-.saks; :erailhan hak vai;u

- - = :::":.:13:.St-.:- ; -t-.. B-'-.
f,.

i'arig ntettikmati keuntungan dari



b Kdnn Ht pfrf,t, bagi ransaksi tufar rnenukar, masing-masing

-ndcog* 
dui dlai pajak terutang.

c. Si penoima Hibbah, bagi transaksi Hibbah.

d. Kedua belah pihak, bagi transaksi pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya.

e. Kedua belah pihak, bagi transaksi pemisahan hak, masing-masing

setengah dari nilai pajak terutang.

f. Sipemenag Lelang, bagi transaksi penunjukan pemenang lelang.

g. Si penerima hadiah, bagi transaksi hadiah.

Ketentuan tersebut ayat (1) diatas dapat berubah menurut kesepakatan

bersama antara pihak.

wajib Pajak di wajibkan membayar pajak terutang dengan tidak

mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pajak terutang dibayar pada saat penanda tanganan Akta, surat pemenang

lelang oleh pejabat berwenang kepada PPATSA{otaris ppAT atau pejabat

Lelang.

PPATSA{otaris PPAT atau Pejabat lelarrg yang menerima pembayaran

pajak terutang dari wajib pajak, segera mengadministrasikan.

Selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya hasil pungutan

pajak tersebut ayat (5) menyetor secara bruto ke KAS DAERAH dengan

melampirkan laporan bulanan kegiatan pembuatan/penerbitan Akta bulan

yang bersangkutan.

BAB VII

KEBERATAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang

melebihi dan atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini.

Keberatan diajukan secara ,.*ti, kepada ppATSNotaris ppAT atau

Pejabat Lelang dengan tembusan kepada Bupati dengan disertai alasan-

alasan objektif,

Keberatan diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama

1(satu) Bulan sejak tanggal pembayaran pajak terutang.

PPATSA,lotaris PPAT atau Pejabat Lelang daram jangka 3 (tiga) Bulan

setelah diterima surat keberatan. harus sudah memberikan keputusan atas

keberatan vang diajukan.
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b K6@uB &tilrtr prhah bagi transatisi tukar menukar, masing-masing

-ses€"gnh 
dari nilai pajak terutang.

c. Si penerima Hibbah, bagi transaksi Hibbah.

d. Kedua belah pihak, bagi transaksi pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya.

e. Kedua belah pihak, bagi transaksi pemisahan hak, masing-masing

setengah dari nilai pajak terutang.

f. sipemenag Lelang, bagi transaksi penunjukan pemenang lelang.

g. Si penerima hadiah, bagi transaksi hadiah.

Ketentuan tersebut ayat (l) diatas dapat berubah menurut kesepakatan

bersama antara pihak.

wajib Pajak di wajibkan membayar pajak terutang dengan tidak
mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pajak terutang dibayar pada saat penanda tanganan Akta, surat pemenang

lelang oleh pejabat berwenang kepada ppATSA{otaris ppAT atau pejabat

Lelang.

PPATSA.,lotaris PPAT atau pejabat lelang yang men€rima pembayaran

pajak terutang dari wajib pajak, segera mengadministrasikan. , 
,

Selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya hasil pungutan

pajak tersebut ayat (5) menyetor secara bruto ke KAS DAERAH dengan

melampirkan laporan bulanan kegiatan pembuatan/penerbitan Akta bulan

yang bersangkutan.

BAB VII

KEBERATAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang

melebihi dan atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini.

Keberatan diajukan secara te.ruti, kepada ppATSNotaris ppAT atau
Pejabat Lelang dengan tembusan kepada Bupati dengan disertai alasan-

alasan objektif

Keberatan diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama
1(satu) Bulan sejak tanggal pembayaran pajak terutang.

PPATS/Notaris PPAT atau pejabat Lelang dalam jangka 3 (tiga) Bulan
setelah diteri'ra surat keberatan. harus sudah memberikan keputusan atas

k.'.-e;atail r-ang di ajukan
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fry mnfUmn*u*i ppAT dar Feiabd lelang dapar bempa
mc$@l dlnl[r5r4 sebaglan etau trlenolak dan dapat menambah
besuqn prFt tenrtang.berdasarkan ketentuan berlaku.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) terah rewat
keputusan ppATSA{otaris ppAT dan pejabat Lerang tidak/belum
diterima oleh yang mengajukan keberatar, maka keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIN

KETENTUAN BAGT PEJABAT

I

Pasal 9

Pejabat hanya dapat menada tangani

Lelang setelah wajib pajak menytor
Peraturan Daeiah ini.

Akta peralihan hak atau Risalah

pajak terutang sesuai ketentuan

2' Kepada Kantor pertanahan Kabupaten hanya dapat melakukan
Pendaftaran Tanah seterah wajib pajak menyerahkan bukti setoran pajak
terutang akibat transaksi peraliahan hak.

Pasal l0

Pejabat dan kepada kantor pertanahan Kabupaten yang meranggar
ketentuan peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administra;, o"*0"
denda setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000 (rima ratus ribu rupiah).

Besarnya sangsi administrasi tersebut ayat (r) dapat ditinjau ulang dengan
Peraturan Daerah.

Khusus pejabat lelang yang meranggar ketentuan peraturan Daerah ini
akan dilaporkan pada pimpinan Instansinya untuk mendapatkan sangsi
administrasi sesuai ketentuan berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENLTTUP

Pasal I I

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri
dengan keputusan Eupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,

I
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pasal I 2

Peraturan Daerah ini murai berraku sejak diundangkan agar setiaporang mengetahuinya memerintah kan pe rndangin p".o"tr.un
Daerah ini dengan ienenrpatannya dalarn mbaran DaerahKabupatcn Acch SingkiI

Cap/Dto

MAKMT]RS}AI{ PUTRA

Diundangkan daram Lembatran Daerah Kabupaten Aceh Singkirpada tanggal 23.juni 2001 No.2 seri e-iahu n2001

SEKRETAR]S DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKII ,I1
,'. y''

RIDWAN IJASAN

Disahkan di : SINGKIL

BT]PATI ACBI.t STNGKIL


